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Menimbang

Mengingat

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
huruf a dan Pasal 24 Peraturan Bupati Majalengka Nomor
32 Tahun 2021 ten tang Standar dan Tata Laksana Audit
Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penetapan Auditee
Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Un.~~g<' Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan! Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik!Ir{9:gtl~sia;,{~Bn!..?p08 Nomor 61 Tambahan
LembaranNega.ra,Republiklndonesia Nomor 4846);

4. UrH:lang-yndang,':N:9Illor 25. Tahun 2009 tentang
Pelayanan~tli~(~m1Jal"an Negara Republik Indonesia
Tahun2019 NOrriOf112,: tambahan Lembaran Negara
~omor'5038);

5. Und~g-Updang"N<?D1or5 Tahun 2014 tentangAparatur
Sipil Negar1:i'(Eembaran:Negara Republik .Indonesia
Tahun 2014:N9mor 6, '.'f1:imbahan Lembaran Negara
Repu1)likIndonesia Nomor 5494);

6. Undang-Uri~ang:Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintana.n:"Daerah. (Lembaran Negara Republik
IndoI1esiaTa,hul1. .'. 2014 .Nomor 244, Tambahan
Lenibaran Neg~r~Republi~ Indonesia Nomor: 5587)
sebagaimaE.~::;telag belJ,erapa kali diubah terakhir
den91:l.PUnQartg-Undan.:9'Nom9f 9 Tahun 2015 tentang
Perubah1:l.P.Kedua ' 'at1:l.s...Undang-Undang Nomor 23
Tahuri 201~ teribmg Penieriritahan Daerah (Lembaran
Negara Republikln<iopesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan' Lernbaran' Negara Republik Indonesia Nomor
5679); .

7. Un~ang-:Upd.ang; No.mor 30 Tahun 2014 tentang
Admipis1:ra~iPemerint:a.1}an(r.,embaranNegara Republik
Indonesia' .Tahun . 2014 Nomo'r 292, Tambahan
Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor560 1);

8. Peratur~Pemerit1~ Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Urld8;ngTUndang Nomor 14 Tahun 2008
tentang' Kete'r15likaan' Informasi Publik (Lembaran
Negara Republ~!<,.,Indone~iaTahun 2010 Nomor 99,
Tambahanr.,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

9. Peraturan P~:rp.erirltah.Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pel,aksan~uui Un1arw:U:q~ang,Nomor 25 Tahun 2009
tentat1.9 Pelay~an°'P,ublik(LeIJ1baran Negara Republik
Indonesia ,Tahun:: 2012 Nomor 215, Tambahan
LembaranNe~araRepublik Indonesia Nomor 5357);

'.
10. Peraturan ..••p~Ill.~nrtah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan.'Sistem .dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Neg~raRepublik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185,,'I)1II!b~hi:l.nLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor (400);

11. PeraturanPresidenNOIllor 95 Tahun 2018tentang
Sistem: PeIl1eripta~1:l.P.Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara ~epiIblik'Iridorii~iaTahun 2018 Nomor 182);

12..Peratllrl:lJ:l:~r~sidenNomor3~Tahun 20.19.'ten tang SEi,tu
.Data tndonesia(LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun20f9Nomor 112);

13. Instruksi 3



Menetapkan
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13.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Govemment;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/ll/2007 tentang Panduan
Umum Tata KelolaTeknologi Informasi dan Komunikasi
Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2008 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Majalengka 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 ten tang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 13 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021, dengan
susunan person alia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA: 4
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Auditee Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. PengawasMutu:

Melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk
menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit.

b. LeadAuditor :
Bertanggung jawab merencanakan audit teknologi,
melaksanakan audit teknologi di lapangan, mengendalikan
data dan melaporkan hasil audit teknologi.

c. Auditor:
Membantu LeadAuditordalam aktivitas audit teknologi

d. AsistenAuditor:
MembantuAudi!ordalam aktivitas audit teknologi.

e. Teknisi:
MembantuAuditordalam pengumpulan data lapangan.

f. Nara Sumber :
Memberimasukan yang berkaitan dengan isu, status industri
dan teknologi,serta keilmuan yang relevan dengan organisasi
dan sektor yang diaudit.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 cfUl1i 2)21

1~

BUPATIMAJALENGKA,

~
KARNASOBAHI
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KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKALAMPIRAN I
Nomor
Tanggal
Tentang

061/Kep.6~R~~rganisasi/2021
18'Jt1i{i::ri2'f ..
PEMBENTUKAN TIM AUDIT
INFRAS1'RUKTUR DAN APLIKASI SISTEM
PEMERiNTAf-iAN./'BERBASIS EEEKTRONIK
DANPENETApAN AUDITEE INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAfI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

a. Pengawas Mutu

b. Lead Auditor

C. Auditor

d. Asisten Auditor

e. Teknisi

f. Nara Sumber

Auditor Utama atau Madya pada Inspektorat
Kabupaten Majalengka.

Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten
Majalengka.

Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten
Majalengka.

Auditor Pertama pada Inspektorat
Kabupaten Majalengka.

Analis Sistem Informatika pada Dinas
Komunikasi dan Infromatika Kabupaten
Majalengka.

Tenaga Ahli Universitas Telkom.

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI



Nomor'--
Tanggal
Tentang :
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KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
:06"1/"K:*;6i'6;'2:;prganISasi/2b21'
: 18 .T"uni2021..
PEMBENTUKAN TIM AUDIT INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DAN" PENETAPAN
AUDITEE INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021.

AUDITEE INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

1. Auditee 1

2. Auditee 2

3. Auditee3

Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
Aplikasi Layanan RSM Mobile.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
Aplikasi - Sidaku (Sistem Informasi Dalam
Saku).

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
Aplikasi e..BLRT (Sistem Layanan Rujukan
Terpadu Elektronik).

BUPATI MAJALENGKA,

~
KARNA sOBAi-n
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